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ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan
penggerak utama perekonomian dan didominasi sektor
pertanian. Namun UMKM sektor ini tidak menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Salah satu kendalanya adalah
kesulitan akses UMKM terhadap pembiayaan akibat laporan
keuangan yang kurang dapat dipercaya. SAK EMKM disusun
untuk menjawab tantangan ini. Oleh karena itu penelitian ini
termotivasi untuk mengetahui bagaimana persepsi para pelaku
UMKM sektor pertanian, terhadap SAK EMKM. Penelitian ini
dilakukan di Kabupaten Bogor dengan responden para petani di
sektor pertanian. Analisis deskriptif berdasarkan konsep
Technology Acceptance Model dari Davis (1989) digunakan
untuk memetakan bagaimana persepsi pelaku UMKM ini.
Hasilnya menunjukkan bahwa responden umumnya setuju SAK
EMKM bermanfaat tetapi tidak setuju jika SAK EMKM ini
mudah untuk diterapkan.

Kata Kunci: UMKM; SAK EMKM; Technology Acceptance
Model.

Implementation of SAK EMKM in the Agricultural Sector
of Bogor Regency towards Industrial Development 4.0

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the main drivers
of the economy and dominated by the agricultural sector. However, this
sector does not show a significant improvement. The main obstacle is
the lack of MSME access to financing due to reliable financial reports.
Financial Accounting Standards for MSMEs (SAK EMKM) were
prepared to address this challenge. This study motivates to determine
the perceptions of MSME of agricultural sector towards SAK EMKM.
The study is done in Bogor Regency with farmers as the respondens.
Descriptive analysis and Technology Acceptance Model (TAM) by
Davis (1989) are combined to explain the perceptions. The results show
that SAK EMKM was usefull but did not agree that it was easy to
implement.
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PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengandalkan sektor usaha mikro,
kecil dan menengah wuntuk membantu meningkatkan pembangunan
ekonominya. Hal ini terbukti pada usaha pemerintah yang intensif dalam
membantu mengembangkan sektor ini. Bahkan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) diklaim sebagai penggerak utama perekonomian negara.
Pada pertengahan tahun 2018, Presiden Joko Widodo menyatakan UMKM di
Indonesia menyumbang sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi nasional
dengan 49 persen dari UMKM didominasi oleh sektor pertanian (Putra, 2018).

Namun demikian fakta —menunjukkan persentase ini tidak
mengindikasikan perubahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu
kendala utama tidak berkembangnya sektor ini adalah kurangnya akses UMKM
terhadap pembiayaan dan informasi kredit. Bahkan kredit perbankan yang
disalurkan hingga bulan Mei 2018 hanya sebesar 20,69 persen (Yasmin, 2018).
Selain masalah pembiayaan dan informasi kredit, kendala lain yang dihadapi
UMKM saat ini adalah masih banyaknya pelaku usaha yang tidak melek
teknologi, terbukti hanya sekitar 5 persen usaha yang telah go-digital (Purbaya,
2019).

Faktanya juga kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir semua
negara menghadapi masalah yang sama terkait dengan pembiayaan UMKM,
yaitu sulitnya mendapat pembiayaan dan sulitnya akses terhadap kredit modal.
Abdelhafid & Mohammed (2019) menyatakan masalah pembiayaan dan kredit
ini umum terjadi sebagai akibat adanya asimetri informasi antara lembaga
keuangan dengan pelaku usaha. Kurangnya informasi penglolaan keuangan
membuat lembaga keuangan enggan memberikan kredit karena menganggap
struktur keuangan UMKM lemah. Oleh karena itu IAI (Ikatan Akuntan
Indonesia) menyusun sebuah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro,
Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai acuan yang dapat digunakan oleh
UMKM dalam menyusun laporan keuangan. SAK EMKM ini diharapkan dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan EMKM yang
pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan sektor ini.

Selain pembiayaan dan akses modal, saat ini UMKM menghadapi
tantangan yang lebih besar yaitu masuknya dunia bisnis ke era indsutri 4.0. Mau
tidak mau, para pelaku usaha harus menyesuaikan dengan tuntutan global,
begitu juga dengan UMKM. Pada era industri 4.0 ini, dunia digital memiliki
peran penting. Hal ini dikarenakan digitalisasi telah menyentuh hampir semua
segi kehidupan termasuk sektor industri dan proses bisnis dari produksi hingga
promosi untuk menciptakan jejaring dan peluang pasar (Schroder, 2016).

Penelitian ini memiliki motivasi untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM
terutama untuk sektor pertanian terhadap kegunaan dan kemudahan SAK
EMKM. Selanjutnya ingin diketahui pula persepsi para pelaku UMKM sektor
pertanian ini terhadap pengelolaan keuangan, efektifitas penerapan SAK EMKM,
dan strategi pengembangan bisnis berbasis digital dan online. Kontribusi
penelitian ini adalah menambah wawasan bagaimana persepsi para pelaku
UMKM khususnya di sektor pertanian terhadap kegunaan dan kemudahan
penerapan SAK EMKM, mengingat sektor ini masih menjadi penopang dan ciri
khas ekonomi masyarakat Indonesia.
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha
yang dicanangkan pemerintah dapat meningkatkan perekonomian nasional.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi
produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kriteria usaha
mikro, kecil, dan menengah (Anonim, 2008).

Sebagai sektor yang diandalkan untuk memperluas lapangan pekerjaan,
memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, memeratakan pendapatan,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, peran UMKM
sangat berat mengingat masih banyak kendala yang dihadapi sektor ini termasuk
UMKM yang bergerak di bidang pertanian. Menurut laporan, sektor UMKM
merupakan penyumbang terbesar PDB dengan 49 persen didominasi oleh sektor
pertanian (Putra, 2018). Namun kenyataannya sektor pertanian tidak mengalami
pertumbuhan bahkan beberapa wilayah mengalami penurunan salah satunya di
Kabupaten Bogor. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani semakin menurun
dari tahun ke tahun (Maulana, 2019).

Kendala yang paling umum dihadapi oleh UMKM adalah masalah
pembiayaan dan sulitnya akses terhadap kredit modal dari lembaga keuangan
atau pemberi donor. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir
semua negara yang mengandalkan sektor UMKM dalam perekonomian
negaranya mengalami hal serupa (Kersten, Harms, Liket, & Maas, 2017). Kendala
ini terjadi diduga adanya asimetri informasi antara pelaku UMKM dengan
lembaga keuangan (Abdelhafid & Mohammed, 2019). Di Aljazair misalnya,
Abdelhafid & Mohammed, (2019) menyatakan, kurangnya informasi mengenai
produksi UMKM dan struktur keuangan yang lemah membuat bank enggan
memberikan kredit. Begitu juga di China, asimetri informasi menyebabkan
sering dihentikannya kredit modal untuk UMKM (Huang, When, & Liu, 2014).
Bahkan kredit untuk petani seringnya didapat dari pasar kredit informal
daripada lembaga formal karena mahalnya biaya kredit formal (Tang & Guo,
2017). Dan bisa jadi bank tidak dapat membedakan peminjam yang berisiko
lemah dengan yang berisiko tinggi (Saito & Tsuruta, 2018).

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh UMKM sektor pertanian yaitu
dimasukinya revolusi industri 4.0. Pada era ini penggunaan digital memegang
peran penting, bahkan digitalisasi menyentuh hampir semua sektor kehidupan
manusia. Dunia bisnis dituntut untuk menyesuaikan proses bisnis dari mulai
produksi produk sampai promosi dengan menciptakan jejaring dan peluang
pasar melalui digital marketing (Rusmanah, Andria, & Irawan, 2019). Dengan
demikian dapat disimpulkan era industri 4.0 ini mau tidak mau mempengaruhi
juga bagaimana pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya (Onday, 2018).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor apa saja
yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pada UMKM. Hasil penelitian
Deaconu dan Buiga menyatakan bahwa negara-negara berkembang cenderung
mengadopsi secara langsung IFRS (International Financial Reporting Standards),
standar yang berlaku internasional, untuk UMKM dengan alasan meniru negara
maju tanpa mempertimbangkan kesulitan penerapan oleh pelaku UMKM
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(Deaconu & Buiga, 2015). Kaya dan Koch mengemukakan bahwa alasan standar
akuntansi internasional untuk UMKM  diadopsi adalah mengatasi kos
pembiayaan pelaporan keuangan (Kaya & Koch, 2015). Namun, hal yang
mempengaruhi diterapkannya standar akuntansi oleh para pelaku UMKM,
ternyata adalah persepsinya terhadap kegunaan dari standar itu sendiri .

Di Indonesia, standar akuntansi keuangan untuk UMKM  tidak
mengadopsi IFRS for SMES. Untuk membantu memenuhi kebutuhan pelaporan
keuangan UMKM, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menyusun sebuah standar
yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK
EMKM) sebagai acuan bagi pelaku UMKM terutama bagi yang memiliki
keterbatasan sumber daya manusia. Standar ini berlaku efektif 1 Januari 2018.
Standar yang dikembangkan secara domestik ini diharapkan dapat memperkecil
gap asimetri informasi antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan, sehingga
sektor ini mengalami pertumbuhan.

Penelitian Agung et al. menemukan bahwa pendidikan, pemahaman
teknologi informasi, sosialisasi, dan pelatihan tidak mempengaruhi terhadap
penerapan standar akuntansi (Agung, Latuheru, & Persuless, 2018). Penerapan
standar akuntansi ternyata dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan
dari pelaku UMKM, terbukti pada implementasi standar akuntansi oleh UMKM
Kota Bandung (Nerissa & Hapsari, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Perera & Chand, 2015).

Technology Acceptance Model (TAM) dari (Davis, 1989) merupakan sebuah
model analisis yang menjelaskan perilaku user/pengguna terhadap suatu
teknologi informasi baru (Rizal, 2014). Model ini awalnya diangkat untuk
mengidentifikasi perilaku penerimaan dari karyawan terhadap sebuah
penerapan teknologi informasi dalam industri. Namun seiring dengan waktu
model ini banyak diterapkan juga untuk kasus-kasus lain seperti implementasi
ERP (Amoako-Gyampah & Salam, 2004), (Erasmus, Rothmann, & Van Eeden,
2015), dan (Yasar & Gokhan, 2012). Bahkan model ini banyak dikembangkan
peneliti setelahnya dengan memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
persepsi kegunaan dan kemudahan seperti implementasi standar akuntansi
(Kilig, Uyar, & Ataman, 2016), dan (Permatasari, Yanto, & Widiyanto, 2017).

Akuntansi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari
perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit
organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian
(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk
dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik (Suwardjono., 2016).
Dari definisi ini, akuntansi dapat dipandang sebagai suatu teknologi sehingga
TAM sesuai untuk analisis penelitian ini.

Adanya kendala informasi keuangan sehingga menyulitkan pembiayaan
dan akses kredit yang dihadapi UMKM membuat IAI menyusun sebuah
panduan berupa SAK EMKM tahun 2018. Tetapi bagaimana SAK ini diterapkan
pengelola UMKM dalam pengelolaan keuangannya? Technology acceptance model
dapat digunakan untuk mengetahui persepsi kemudahan dan kegunaan SAK
EMKM dalam penerapannya di UMKM sektor pertanian. Setelah itu model ini
dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan dan pengaruh penerapan
SAK EMKM ini terhadap pengembangan bisnis berbasis digital. Hal ini
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dilakukan karena tantangan yang cukup besar bagi sektor ini adalah adanya
industri 4.0. Berikut adalah modifikasi model TAM dari Davis, 1989.

Persepsi kegunaan SAK
EMKM (PUS)
Penerapan
SAK EMKM Pengembangan
sektor .| strategi bisnis
pertanian berbasis digital
Persepsi kemudahan

SAK EMKM (PEUS)

Gambar 1. Modifikasi Technology Acceptance Model
Sumber: Data Penelitian, 2020

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada usaha kecil, mikro dan menengah sektor pertanian,
Kabupaten Bogor. Alasan dipilih lokasi Kabupaten Bogor karena UMKM dan
sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bogor (Fasiol,
2018) tetapi pertumbuhan usaha sektor ini diprediksi tidak signifikan bahkan
beberapa daerah mengalami penurunan (Maulana, 2019).

Data primer diperoleh dari kuesioner yang diberikan ke 100 responden
yang tersebar di 40 kecamatan Kabupaten Bogor dengan pemilihan responden
dilakukan secara acak. Data yang diperoleh kemudian akan diolah supaya dapat
digunakan untuk memetakan persepsi kegunaan dan kemudahan penerapan
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah bagi UMKM
sektor pertanian. Sedangkan pertanyaan di kuesioner didesain menggunakan
model persepsi dari Davis 1989 yang dikenal dengan Technology Acceptance
Model.

Model ini pada awalnya digunakan untuk menganalisis penggunaan
teknologi informasi, yaitu karyawan mau menggunakan teknologi informasi jika
dipandang memiliki kegunaan dibandingkan dengan kemudahan penggunaan.
Pada penelitian ini TAM digunakan untuk mengetahui persepsi yang dimiliki
oleh pengelola UMKM mengenai kegunaan dan kemudahan penggunaan SAK
EMKM dalam menyediakan laporan keuangan sehingga pada akhirnya para
pelaku UMKM memutuskan menerapkan SAK EMKM ini dalam pengelolaan
keuangannya. Kemudian untuk mengetahui persepsi para pelaku UMKM terkait
strategi bisnisnya di era industri 4.0.

Selanjutnya desain penelitian menerapkan studi deskriptif didasarkan
pada konsep fenomonologi dari (Putra, 2018). Studi deskriptif merupakan studi
yang memberikan penjelasan fakta sesuai adanya sedangkan studi fenomologi
memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi yang didasarkan dari
sumber primer misalnya wawancara dengan responden. Desain penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan SAK EMKM, dan
memetakan persepsi kegunaan dan kemudahan penerapan SAK EMKM serta
pengembangan bisnis UMKM ini selanjutnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 100 kuesioner disebar ke pelaku UMKM sektor pertanian di Kabupaten
Bogor. Responden ini tersebar di beberapa kecamatan diantaranya terdiri dari
kecamatan: Dramaga, Parung, Sukaraja, Cigombong, Caringin, Ciawi, Cisarua,
Cibinong, Ciapus, Rancabungur, Ciomas, Tenjolaya. Pemilihan responden ini
didasarkan pada jenis usaha pertanian yang melibatkan unsur akresi dalam
mengembangkan produk usahanya. Akresi ini diartikan sebagai bertambahnya
nilai akibat adanya pertumbuhan fisis atau proses alamiah (Suwardjono., 2016).
Dari hasil survey lapangan terhadap para responden berikut merupakan
sebagian jenis usaha sektor pertanian yang dijalankan oleh responden.

Tabel 1. Data Jenis Usaha UMKM Sektor Pertanian Kabupaten Bogor

No Jenis Usaha No Jenis Usaha
1 Jambu merah 6 Ikan hias
2 Jamur 7 Ternak Sapi
3 Sayuran 8 Ternak ulat
4 Tanaman hias 9 Ternak ayam
5 Tanaman pelindung 10 Palawija

Sumber: Data Penelitian, 2020

Kuesioner yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terkait profil
responden, pengetahuan pengelolaan keuangan UMKM, pengetahuan mengenai
SAK EMKM, persepsi kegunaan SAK EMKM, persepsi kemudahan SAK EMKM,
penerapan SAK EMKM, dan pengembangan strategi bisnis yang dijalankan oleh
UMKM memberikan deskripsi bagaimana sebenarnya SAK EMKM  ini
diterapkan oleh pelaku UMKM di sektor pertanian. Apakah mereka memiliki
persepsi tertentu terhadap kegunaan dan kemudahan penerapan SAK EMKM?
Tabel 2. Pelaku UMKM Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1 Laki-laki 84 84 persen
2 Perempuan 16 16 persen

Sumber: Data Penelitian, 2020

Setelah data dari kuesioner dikumpulkan, data kemudian dipilah dan
ditabulasi untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai apa fakta yang
ada di masyarakat. Fenomena apa yang sebenarnya ada di para pelaku UMKM
sektor ini. Berikut deskripsi dari hasil kuesioner para pelaku UMKM di sektor
pertanian Kabupaten Bogor. Dari 100 pelaku UMKM sektor pertanian di
Kabupaten Bogor 84 persen diantaranya adalah laki-laki. Sedangkan 16 persen
pelaku UMKM adalah perempuan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 3. Pelaku UMKM Berdasarkan Usia

No Usia Frekuensi Persentase
1 15-30 12 12 persen
2 30-40 16 16 persen
3 40-50 33 33 persen
4 50-60 26 26 persen
5 >60 13 13 persen

Sumber: Data Penelitian, 2020
Jika berdasarkan usia, responden penelitian ini memiliki variasi yang
cukup beragam dengan komposisi usia pelaku usaha terbanyak berada di usia 40
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- 50 tahun. Usia pelaku lain juga ada yang 40 tahun ke bawah sekitar 28 persen
dari total responden. Usia yang masih cukup produktif.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, para pelaku UMKM didominasi
oleh lulusan SMA, SD, dan SMP dengan masing-masing memiliki porsi 36
persen, 29 persen, dan 23 persen. Sisanya merupakan lulusan Diploma sebanyak
2 persen, Sarjana 7 persen, dan lainnya 3 persen Tabel 4.
Tabel 4. Pelaku UMKM Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Frekuensi Persentase
1 Tidak tamat SD - -
2 SD 29 29 persen
3 SMP 23 23 persen
4 SMA 36 36 persen
5 Diploma 2 2 persen
6 Sarjana 7 7 persen
7 Pascasarjana - -
8 Lainnya 3 3 persen

Sumber: Data Penelitian, 2020

Rata-rata UMKM dijalankan oleh responden lebih dari 10 tahun yaitu
sebanyak 42 pelaku UMKM. 29 persen pelaku UMKM menggeluti usahanya
antara 3 - 5 tahun. Sisanya 15 persen selama 5 - 10 tahun dan 14 persen usaha
kurang dari 3 tahun. Hasil olah data dapat dilihat di Tabel 5.
Tabel 5. Kategori UMKM Berdasarkan Lama Usaha

No Lama Usaha Frekuensi Persentase
1 <3 tahun 14 14 persen
2 3 -5 tahun 29 29 persen
3 5 - 10 tahun 15 15 persen
4 >10 tahun 42 42 persen

Sumber: Data Penelitian, 2020

Sesuai Tabel 6, responden memiliki omzet rata-rata di 41 - 60 juta
sebanyak 37 persen dan sampai 20 juta sekitar 32 persen. Dari komposisi ini
hanya sekita 10 persen yang memiliki omzet melebihi 100 juta. Sisanya 18 persen
memperoleh omzet 21 - 40 juta. Dan hanya 3 persen memperoleh omzet antara
61 - 80 juta per bulan.
Tabel 6. Kategori UMKM Berdasarkan Omzet Usaha

No Omzet Frekuensi Persentase
1 0-20juta 32 32 persen
2 21 - 40juta 18 18 persen
3 41 - 60 juta 37 37 persen
4 61 - 80juta 3 3 persen
5 81 - 90 juta - -

6 > 100 juta 10 10 persen

Sumber: Data Penelitian, 2020

Hasil olah data dari jawaban pertanyaan yang ada di kuesioner kemudian
menggunakan skala likert yang menunjukkan kategori Sangat Setuju (SS), Setuju
(S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS)
menunjukkan komposisi data seperti yang ada di Tabel 7. Dari respons
responden terhadap pertanyaan mengenai pengetahuan laporan keuangan, lebih
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dari 60 persen responden menjawab bahwa laporan keuangan sangat penting
dan bermanfaat bagi UMKM. Kemudian para pelaku ini umumnya mengakui
bahwa mereka memang menghadapi kendala modal dari lembaga keuangan
(sebanyak 40 persen) sisanya mereka menganggap masalah yang paling sering
mereka hadapi di usaha mereka adalah pemasaran produk.

Selain itu, ketika dikonfirmasi apakah UMKM mendapatkan kendala
modal dari lembaga keuangan karena laporan keuangan yang tidak terpercaya,
sebanyak 39 persen membenarkan hal ini tetapi 34 persen justru tidak setuju.
Sama halnya dengan pertanyaan apakah kendala modal ini karena laporan
keuangan yang tidak sesuai dengan standar, responnya hampir seimbang antara
yang setuju dan tidak setuju yaitu 35 persen dan 36 persen. 27 persen malah
ragu-ragu. Hal ini menunjukkan sebenarnya kendala mendapatkan modal tidak
hanya dari laporan keuangan yang tidak terpercya tetapi juga dari laporan
keuangan yang tidak sesuai standar.

Tabel 7. Pengetahuan Pengelolaan Keuangan

Pertanyaan SS S R TS STS
P1 4 56 19 21 -
P2 19 64 5 12 -
P3 19 68 1 12 -
P4 5 40 27 28 -
P5 4 39 23 34 -
P6 2 35 27 36 -

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 8, hasil olah data menunjukkan tingkat pengetahuan
pelaku UMKM terhadap SAK EMKM. Dari pertanyaan terkait pengetahun SAK
EMKM, para responden setuju bahwa Standar Akuntansi Keuangan merupakan
panduan untuk pembuatan laporan keuangan, terbukti lebih dari 40 persen
memberikan respons setuju. Tetapi ketika dikonfirmasi apakah mereka pernah
mendengar informasi mengenai SAK EMKM, umumnya para pelaku UMKM ini
malah tidak mengetahui informasi mengenai SAK EMKM baik itu dari atasan di
tempat usaha, internet, pesaing usaha, asosiasi usaha, ataupun pemerintah, lebih
dari 70 persen responden memberikan respon tidak setuju.
Tabel 8. Pengetahuan SAK EMKM

Pertanyaan SS S R TS STS
P1 6 59 23 16 -
P2 3 45 27 25 -
P3 5 47 30 18 -
P4 - 9 5 83 3
P5 - 14 10 73 3
P6 - 9 12 76 3
p7 1 15 7 74 3
P8 2 11 8 70 9

Sumber: Data Penelitian, 2020

Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegunaan SAK EMKM
didesain untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM sebagai pengguna.
Berdasarkan hasil dari kuesioner terhadap 100 responden, dominannya mereka
memiliki persepsi bahwa SAK EMKM dapat menyediakan informasi untuk
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pengambilan keputusan, menyediakan dokumen yang dibutuhkan untuk bank,
mempermudah pengendalian dan pengelolaan keuangan dan dapat
mempermudah membuat laporan, dengan respons setuju rata-rata lebih dari 30
persen. Tetapi sebagian besar dari responden juga ragu terhadap persepsi ini,
ditunjukkan dengan respons antara 20 persen - 30 persen. Gambaran lebih
lengkap komposisi ini dapat dilihat di Tabel 9.

Tabel 9. Persepsi Kegunaan

Pertanyaan SS S R TS STS
P1 2 38 36 24 -
P2 7 37 30 26 -
P3 5 39 27 29 -
P4 2 35 26 35 -

Sumber: Data Penelitian, 2020

Lain halnya dengan persepsi kegunaan dari para pelaku UMKM, Tabel
10, menunjukkan hasil olah data untuk mengetahui persepsi kemudahan SAK
EMKM untuk diterapkan di usaha mereka. Dominannya responden memiliki
persepsi tidak setuju bahwa SAK EMKM memberikan kemudahan untuk
dipelajari dan diterapkan (40 persen dan 30 persen), sebanyak 39 persen dan 45
persen menunjukkan keraguan akan dua unsur ini. Tetapi para responden juga
tidak begitu paham apakah SAK EMKM ini akan memberikan biaya tambahan
atau tidak misalnya tambahan karyawan untuk pengerjaannya atau tambahan
alat untuk membantu kemudahan penerapannya. Hal ini ditunjukkan dengan
respons ragu yang masing-masing lebih dari 40 persen.
Tabel 10. Persepsi Kemudahan

Pertanyaan SS S R TS STS
P1 1 19 39 40 1
P2 2 19 45 33 1
P3 - 29 43 27 1
P4 1 22 44 33 -
P5 1 31 40 27 1

Sumber: Data Penelitian, 2020

Di sisi lain para responden juga ragu apakah SAK EMKM  ini
memudahkan pertukaran informasi atau tidak (44 persen), dari 33 persen
responden malah tidak setuju bahwa SAK EMKM ini memberikan kemudahan
yang dimaksud. Hanya sekitar 22 persen yang setuju bahwa SAK EMKM akan
memberikan kemudahan pertukaran informasi antar unit atau divisi dalam

usaha (23 persen).
Tabel 11. Penerapan SAK EMKM
Pertanyaan SS S R TS STS
P1 8 35 15 39 3
P2 6 33 21 35 5
P3 5 25 23 44 3
P4 2 19 18 55 6

Sumber: Data Penelitian, 2020

Di Tabel 11, hasil olah data dari penelitian ini menggambarkan
bagaimana respons responden ketika dikonfirmasi mengenai kebersediaan
mereka untuk menerapkan SAK EMKM dalam usahanya. Dari dua pertanyaan
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yang terkait dengan apakah pelaku UMKM akan mempelajari dan menggunakan
SAK EMKM dalam usahanya, respons yang diterima adalah dominannya setuju
dengan proporsi 43 persen dan 39 persen tetapi proporsi besar lainnya malah
tidak setuju dengan respons 42 persen dan 40 persen. Sisanya menunjukkan
respons ragu-ragu. Dari 100 responden ini memberikan respons tidak setuju dan
ragu ketika dikonfirmasi mengenai kesediaan untuk mensosialisasikan
penerapan SAK EMKM, lebih dari 60 persen responden bahkan menyatakan
tidak menggunakan SAK EMKM di dalam usahanya.

Terkait dengan pengembangan bisnis, para pelaku UMKM sektor
pertanian Kabupaten Bogor ini telah mengenal teknologi. Tetapi para responden
tidak paham bagaimana teknologi ini dapat membantu secara optimal usaha
mereka misalnya dengan menggunakan alat social media (sosmed) dan penjualan
online. Sebanyak lebih dari 50 persen mengetahui adanya sosmed tetapi tidak
menggunakan sosmed untuk usahanya. Sebanyak lebih dari 56 persen dari
responden juga paham bahwa gawai dapat digunakan untuk promosi hasil
pertanian atau produk responden. Namun demikian lebih dari 54 persen
responden tidak setuju untuk menjual hasil produknya secara online.

Tabel 12. Pengembangan Strategi Bisnis

Pertanyaan SS S R TS STS
P1 3 36 10 50 1
P2 6 56 8 29 1
P3 5 27 13 54 1

Sumber: Data Penelitian, 2020

SIMPULAN

Merujuk pada hasil olah data kuesioner yang telah disebarkan ke 100 responden
yang merupakan 100 pelaku UMKM di sektor pertanian Kabupaten Bogor, dapat
disimpulkan bahwa para pelaku sebenarnya mengetahui ada kendala dalam
pemerolehan modal dari lembaga keuangan terkait dengan kurang dapat
dipercayanya laporan keuangan. Tetapi perhatian para responden lebih pada
mempertimbangkan pemasaran produk mereka ke konsumen.

Terkait dengan pengetahun pengelolaan keuangan para responden sektor
ini mengakui bahwa laporan keuangan itu penting dan bermanfaat. Tetapi
hampir semua responden UMKM sektor pertanian merasa bahwa mereka tidak
pernah memperoleh informasi ini. Walaupun jika dikonfirmasi mengenai
persepsi kegunaan SAK EMKM, para responden dominannya setuju. Namun
demikian berbeda dengan persepsi para responden tentang kegunaan, persepsi
mereka terhdap kemudahan penerapan SAK EMKM sebagai panduan
pembuatan laporan keuangan, responsnya lebih ke arah tidak setuju. Dan
hampir semua responden memang tidak menerapkan SAK EMKM di usaha
bisnisnya.

Terkait dengan penggunaan teknologi untuk pengembangan bisnis, tidak
diketahui apakah ada pengaruh persepsi kegunaan dan kemudahan penerapan
SAK EMKM dalam usaha bisnis para responden, tetapi para pelaku UMKM ini
baru mengetahui teknologi hanya sebatas dapat membantu kegiatan promosi
usahanya. Para pelaku UMKM ini belum paham bahwa dunia digital juga dapat
digunakan untuk transaksi penjualan. Keterbatasan penelitian ini adalah lingkup
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para pelaku UMKM sektor pertanian di Kabupaten Bogor, mungkin jika
dibandingkan dengan daerah lain atau UMKM sektor lain akan menghasilkan
interpretasi yang berbeda begitu juga dengan metode analisis lain misalnya
analisis kuantitatif yang melihat hubungan antara PUS dan PEUS terhadap
Intention to Use pelaku UMKM sektor pertanian. Sehingga saran untuk penelitian
selanjutnya dapat menggunakan metode analisis kuantitatif dengan alat uji
statistik atau Structural Equation Model (SEM).

Terakhir, penelitian ini terlaksana dengan dana hibah dari RISTEK-BRIN.
Sehingga dengan terselesaikannya artkel ini, tim peneliti mengucapkan terima
kasih kepada RISTEK BRIN dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) Universitas Pakuan. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan
mempertimbangkan protokol kesehatan.
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